
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Makassar ten tang Pembentukan Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Makassar. 

b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
060 / 3982/B.Org, Tanggal 1 Juli 2020, Perihal Rekomendasi 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan 
dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Makassar, maka dipandang perlu 
menetapkan Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar; 

a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyatakan 
Unit Pelaksana Teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan 
Guberriur, guna melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah 
dan Badan Daerah; 

Menimbang 

WALIKOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 

ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KOTA MAKASSAR 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 45 TAHUN 2020 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 
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11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5882); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5946); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana teiah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara 
Republiklndonesia Nomor 5606); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR. 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan 
Batas-Batas Daerah Kotarnadya Makassar dan Pengkajene dan 
Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah 
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 193); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 451); 

18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8). 

19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 
Nomor 5). 

20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Makassar 
Tahun 2019 Nomor 5) 

21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2018 tentang 
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 67); 

Menetapkan 
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BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

Pasa12 
Dengan Peraturan Walikota ini, maka dibentuk UPT Perlindungan Perempuan dan 
Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelas A. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Makassar. 
2. Kota adalah Kota Makassar. 
3. Walikota adalah Walikota Makassar. 
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat 
Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah 
berdasarkan tugas dan fungsinya. 

8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia . 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. 

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
lnstansi Pemerintah. 

11. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan da Perlindungan Anak Kota Makassar. 
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Makassar. 
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis 

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Makassar. 

14. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. 

15. Tugas adalah lktisar dari fungsi dan uraian tugas. 
16. Fungsi adalah Pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas. 
17. Uraian Tugas adalah Paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang 

merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. 
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan fungsional pada UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 
tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



Bagian Ketiga 
Susunan Organisasi 

Pasal4 
(1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas: 

a. Kepala UPT; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Struktur Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk bagan yang tercantum dalam 
Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

BAB III 
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 
Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak 

PasalS 
(1) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf a; bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 
kegiatan pelayanan teknis operasional dalam mem berikan layanan bagi perempuan 
dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, 
eksploitasi, penelantaran, dan perkawainan anak dalam wilayah Kota Makassar. 

(2) Dalam membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis 
operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Penyuluhan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak; 
b. pelaksanaan teknis pelayanan perlindungan perempuan dan anak; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan; 
d. pelaksanaan administrasi UPT; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan 

fungsinya. 

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), 
tugas Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, diuraikan sebagai berikut: 
a. menyusun rencana operasional UPT Perlindungan Perempuan dan Anak 

berdasarkan program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab 

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan 

dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaa tugas; 
d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 
e. menyusun kebijakan teknis Perlindungan perempuan dan anak korban 

kekerasan; 
f. mengoordinasikan dengan pihak pemerintah, dunia usaha, organisasi 

masyarakat sipil, dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak; 
5 

Bagi an Kerl ua 
Kedudukan 

Pasal3 
( 1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Peraturan Walikota ini merupakan 

UPT pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

(2) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. 
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a. 

b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h . 
i, 
J. 
k. 
I. 
m. 
n. 

0. 

p. 

g. menyediakan layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; 
h. melakukan koordinasi dengan lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan 

anak korban kekerasan tingkat kota dan lintas Kota Makassar; 
1. melakukan identifikasi lembaga-lembaga yang melakukan layanan 

perlindungan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 
J. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perlindungan 

perempuan dan anak; 
k. melaksanakan urusan ketatausahaan unit; 
1. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya dengan mencari alternatif pemecahannya dalam rangka 
perbaikan kinerja di masa rnendatang; 

m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal6 

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, 
bertugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan 
prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan . 

(2) Dalam melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan 
prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tugas Subbagian Tata Usaha diuraikan sebagai berikut: 

merencanakan kegiatan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan 
rencana operasional dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing­ 
masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 
memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 
berlaku agar terhindar dari kesalahan; 
menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan 
dokumentasi; 
menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatusahaan; 
menyelenggarakan urusan rumah tangga; 
menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran; 
melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana; 
membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; 
menyiapkan pelaksanaan pengelolaan kasus sesuai standar prosedur; 
menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan kasus; 
menyiapkan surat rujukan sesuai hasil rekomendasi; 
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dengan cara mengidentifikasi hambatan 
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa datang; 
melaporkan pelaksanaan kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; 
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Ketiga 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 7 

( 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
c, bertugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu yang telah ditetapkan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 
( 

M ANSAR 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di 
lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal9 

BABV 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

(3) Apabila Kepala UPT perlindungan perempuan dan anak berhalangan melaksanakan 
tugasnya, maka Kepala UPT perlindungan perempuan dan anak dapat menunjuk 
Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili. 

(1) Dalam membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan teknis 
operasional perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1), Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak wajib 
melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi. 

(2) Selain membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan teknis 
operasional perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak wajib memimpin, 
mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelakanaan tugas serta 
membina dan menilai kinerja bawahan. 

Pasal8 

(2) Pengangkatan jabatan fungsional pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak 
dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. 

BAB IV 
TATA KERJA 

TTD

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

                TTD

RUDY DJAMALUDDIN

45

11 Agustus 2020

10 Agustus 2020



KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KEPALA 
UPT 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NO MOR 
TENTANG· 
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA 
DIN AS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR 

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

                TTD

RUDY DJAMALUDDIN

45 TAHUN 2020


